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ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi 

Pemerintah dan dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan 

zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan 

melayani, serta pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, dan berdasarkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2024 

tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya 

Provinsi Kalimantan Barat Periode 2024-2029, perlu dilakukan penyesuaian dalam 

pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kelembagaan atas 

pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kubu Raya tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. 

 

 



Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah :  

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197); Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 

54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6863); Peraturan 

Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

2025; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang 

Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah 

diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah 

Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional; Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan; Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 

2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020-2024 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 233); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 



menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444); Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 

2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 601); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 

 



Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang : 

1. susunan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Kubu Raya; 

2. Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yakni sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM; 

b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap 

pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 

c. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM; 

d. Melaporkan secara berkala pelaksanaan pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM kepada Ketua Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Kubu 

Raya sebagai bahan evaluasi; 

e. Melakukan tugas lain yang diberikan Ketua Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kubu Raya. 

3. Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 

terdiri atas : 

a. Tim Pengarah; 

b. Tim Pelaksana, yang terdiri atas : 

- Tim Manajemen Perubahan; 

- Tim Penataan Tata Laksana; 

- Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia; 

- Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 

- Tim Penguatan Pengawasan; 

- Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 

4. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kubu Raya Nomor 6/PW.01/6112/2022 tentang Tim Pembangunan 

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya 

Tahun 2022. 



 

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 

pada tanggal 5 November 2025. 

- Lampiran 4 Halaman. 

 


